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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Review Penelitian Sebelumnya 

Nugraha dan Arvian (2004) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Bandung pada data yang diperoleh untuk periode 2002-2003, 

diperoleh bahwa laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran mencapai 18,41% 

pertahun dan potensi pajak hotel dan restoran yang diterima tidak sesuai dengan 

semestinya. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di kota bandung 

menunjukan sangat baik dilihat dari efektifitasnya yaitu mencapai 61,60%, dilihat 

dari realisasi sesungguhnya yang mencapai 30,56% dan berdasarkan Potensi yang 

mencapai 41,78%. Namun proses penetepan target yang dilakukan, tidak 

memperhatikan potensi riil dari pajak hotel dan restoran, sehingga target yang 

telah ditetapkan tidak tercapai. 

Agus Endro Suwarno (2008) melakukan penelitian dengan judul Efektifitas 

evaluasi potensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terhadap pajak 

daerah di kabupaten Sukoharjo, membuktikan bahwa potensi pajak daerah dapat 

meningkatkan penerimaan daerah, dari secara keseluruhan pemungutan pajak 

daerah kabupaten sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 

100 persen, namun ada beberapa pajak daerah yang dalam pungutannya kurang 

efektif karena mempunyai tingakat efektifitas kurang dari 100 persen. 

Mohammad Riduansyah (2003) melakukan penelitian dengan judul 

Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Guna Mendukung pelaksanaan 

Otonomi Daerah, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap penerimaan APBD pemerintah daerah kota bogor sangat 

fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan 

perundang-undangan Pemberlakuan undang-undang yang berbeda ini 

menyebabkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah mengalami banyak 

perubahan. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara 

mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah 

dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, 

jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan 

bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah 

tersebut. Menurut Halim (2007;96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah 

berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 

Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan 

bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka 

dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli 

daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri 

dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: 

1.     Pajak daerah 

2.     Retribusi daerah 

3.     Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4.     Lain-lain PAD yang sah. 
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Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 terdiri dari: “Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai 

dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah”. 

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 

menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan  

modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. 

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan 

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah 

dan hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut 

objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan 

ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap 

mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. PAD 

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. 

2.2.2. Pajak  Daerah 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara 

(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan 

dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi 

kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah 

pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak 
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dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau 

membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin 

bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak 

berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian 

hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-

wenang menetapkan besarnya pajak. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H (Siti Resmi:2009) pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan), dengan tidak Mendapat jasa timbale balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak daerah itu sendiri 

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari definisi di atas, dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak 

daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang 

bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah setempat. 

Menurut Siahaan (2010;64) pajak kabupaten atau kota yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

1.     Pajak Hotel 

2.     Pajak Restoran 

3.     Pajak Hiburan 

4.     Pajak Reklame 

5.     Pajak Penerangan Jalan 

6.     Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7.     Pajak Parkir 

8.     Pajak Air Tanah 
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9.     Pajak Sarang Burung Walet 

10.   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11.   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah 

satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di 

darah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai. 

2.2.3. Pajak Hotel 

2.2.3.1. Pengertian 

 Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenalkan atau tidak 

mengenalkan jenis pajak kabupaten/kota, Oleh karena itu, untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah harus 

terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. 

Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah 

kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan Pajak 

Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Berikut ini 

adalah beberapa pengertian menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yaitu : 

a. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

b. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup 

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).  

c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan usaha hotel atas namanya sendiri atau untuk dan 

pihak lain yang menjadi tanggungannya.  

d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
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komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.  

e. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan hotel.  

f. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang 

menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang.  

g. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali apabila WP menggunakan tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun kalender.  

h. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.  

i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau 

bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke 

Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Walikota.  

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah 

pokok pajak.  

l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
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besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.  

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 

lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.  

o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa denda.  

 Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia, saat ini, didasarkan 

pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak 

Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah 

ini. 

a. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah. 

b. Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

e. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak 

Hotel. 

f. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel 

sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel 

pada kabupaten/kota dimaksud. 
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2.2.3.2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak 

Objek Pajak Hotel menurut Marihot Siahaan (2010:301-304) 

adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga 

dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah 

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 

atau dikelola hotel.  

Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak 

termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini. 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam 

pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 

kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah 

penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek 

antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, 

pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan. 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan 

atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain, 

telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 

seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau 

dikelola hotel. 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara 

lain: pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, golf, karaoke, 

pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel. 
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Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak 

termasuk objek pajak, yaitu hal-hal di bawah ini. 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah. 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian  

apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin 

usahanya.  

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan 

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, 

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan 

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

 

2.2.3.3. Subjek Pajak Hotel 

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi 

subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar 

pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang 

menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 

pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan 

usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, pada Pajak Hotel 

subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang 

menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sementara orang pribadi atau  badan yang 

mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi  

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.  

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak 

dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenan oleh undang-
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undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak 

bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng 

atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat 

menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.  

 

2.2.3.4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan 

Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi 

oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas 

dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh 

hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau 

tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang 

pribadi atau badan yang sama. 

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh 

subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang 

yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib 

pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan 

fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa 

pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Contoh 

pembayaran, misalnya seorang menginap di hotel “ABC” dan 

melakukan pembayaran atas : 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan 

Pajak Hotel, yaitu sebesar Rp 3.080.000,00. 

Jasa sewa kamar Rp  2.500.000,00 

Jasa binatu  Rp     200.000,00 

Jasa telepon  Rp     100.000,00  + 

Jumlah   Rp  2.800.000,00 

Service Charge 10% Rp      280.000,00  + 

Jumlah Pembayaran Rp   3.080.000,00 
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Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh 

persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota 

yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan 

tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif 

pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan 

tidak lebih dari sepuluh persen (10%). 

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara 

umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak (10%) x Dasar Pengenaan Pajak 

            = Tarif Pajak (10%) x Jumlah Pembayaran atau yang  

Seharusnya Dibayar Kepada Hotel 

Sebagai contoh, berdasarkan pembayaran yang dilakukan 

oleh subjek pajak kepada Hotel “ABC” pada poin 1 di atas dan apabila 

besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota dimana Hotel “ABC” 

berlokasi, adalah sebesar sepuluh persen (10%), maka dapat dihitung 

besarnya Pajak Hotel yang terutang, yaitu sebesar:  

10% x Rp 3.080.000,00 = Rp 308.000,00 

 

2.2.3.5. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan 

Wilayah Pemungutan Pajak Hotel 

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang 

lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang 

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa 

pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah 

jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. 

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang harus 

dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau 
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dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak 

Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 

setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut 

keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa 

penginapan di hotel atau penginapan. 

Pajak Hotel yang terutang dipungut oleh wilayah 

kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan 

kewenangan perintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap 

hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah 

administrasinya. 

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam 

memungut pembayaran Pajak Hotel dari konsumen yang 

menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota 

pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk 

pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin cash 

register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-

kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang 

ditempati, lama menginap, dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon 

penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak 

dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut.  

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai 

bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah 

yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk 

menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, 

selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib 

pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan 

kesadaran tentang Pajak Hotel kepada masyarakat selaku subjek 

pajak. Selain nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh 

wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau 

keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai 

bukti dalam pembuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. 
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Wajib pajak yang menggunakan bon penjualan, tetapi tidak 

menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda sebesar dua persen (2%) dari dasar pengenaan pajak. Misalnya 

saja Hotel “X” telah menerima pembayaran dengan tidak 

menggunakan atau menyerahkan bon penjualan (bill) kepada subjek 

pajak sebesar Rp 2.000.000,00, maka terhadap wajib pajak tersebut 

ditagih Pajak Hotel berupa: 

 

 

 

 Bon penualan baru dapat digunakan setelah diporporasi 

oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib 

melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Daerah Kabpaten/Kota, 

kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

Legalisasi antara lain berupa porporasi atau stempel. Bagi wajib pajak 

yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi 

menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi 

administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen (2%) dari 

dasar pengenaan pajak. Contohnya Hotel “A” telah menerima 

pembayaran dengan menggunakan bon penjualan yang tidak 

dilegalisasi sebesar Rp 3.000.000,00, maka terhadap wajib pajak 

tersebut ditagih Pajak Hotel berupa: 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pokok Pajak Hotel  = 10% x Rp 2.000.000,00  = Rp 200.000,00 

Sanksi denda  = 2% x Rp 2.000.000,00  = Rp  40.000,00  + 

Jumlah Pajak Hotel yang harus dibayar adalah  = Rp 240.000,00 

 

Pokok Pajak Hotel  = 10% x Rp 3.000.000,00 = Rp 300.000,00 

Sanksi denda = 2% x Rp 3.000.000,00   = Rp   60.000,00  + 

Jumlah Pajak Hotel yang harus dibayar adalah = Rp 360.000,00 
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2.2.3.6. Pengukuhan, Pendafaran, dan Pendataan 

A. Pengukuhan Wajib Pajak 

  Wajib pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada 

bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tetentu, misalnya 

selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, 

untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan oleh bupati atau walikota dimana Pajak Hotel dipungut. 

  Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar menentukan mulai 

saat terutang Pajak Hotel, tetapi hanya merupakan sarana administrasi 

dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Apabila 

pengusaha hotel atau penginapan tidak mendaftarkan usahanya dalam 

jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan 

menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. 

Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor 

pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya 

pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengkuhan wajib pajak 

ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan. 

B. Pendaftaran dan Pendataan 

  Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan 

pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan 

pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen 

yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, 

kemudian diberikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir 

pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada 

petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir 

pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, 

dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang 

digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD. 
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2.2.3.7. Penetapan Pajak Hotel 

A. Cara Pemungutan Pajak Hotel 

  Pemungutan Pajak Hotel tidak diborongkan. Artinya seluruh 

proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan 

kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja 

sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara 

lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-sirat kepada 

wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. 

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah 

kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran 

pajak, dan penagihan pajak. 

B. Penetapan Pajak Hotel 

 Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan 

ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hotel pada dasarnya 

merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan 

sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, 

hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak 

oleh wajib pajak. 

 Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan 

sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. 

Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, 

jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib 

Pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. 

Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang 

dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.  

 Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak 

dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendpatan Daerah, 
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bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota 

menetapkan  Pajak Hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi Paling lama 30  

hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain 

yang ditetapkan oleh bupati/ walikota. Misalnya, untuk Pajak Hotel 

yang dipungut di Kota Bandung, SKPD tanggal 1 sampai dengan 

tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan berjalan 

sedangkan SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar 

paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila setelah lewat  

waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak 

terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar dua persen (2%) sebulan dan ditagih dengan 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

C. Ketetapan Pajak  

  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Keterapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan 

pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. 

Penerbitan surat ketetapan pajak ini, untuk memberikan kepastian 

hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan 

oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat 

ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang 

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena 

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. 

 Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Hotel 

dengan sistem self assessment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT 

juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya 

dilakukan oleh bupati/walikota.  
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D. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

  Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD) jika Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib 

pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan 

kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak 

yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi 

administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak 

atau kurang membayar pajak yang terutang. Sementara itu, sanksi 

administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya 

ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat menyampaikan 

SPTPD. 

  Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat 

menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang 

dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak 

sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga 

merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau 

SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai 

dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau 

SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan 

STPD ditambah dengan sanksi administrasinya berupa bunga sebesar 

2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat 

terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka 

waktu maksimal 1 bulan sejak anggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta 

tata cara penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh 

bupati/walikota. 
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2.2.3.8. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel 

A. Pembayaran Pajak Hotel 

  Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang 

ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya 

pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang 

setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh 

bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah, pajak hotel harus dilunasi paling 

lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan. 

  Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas 

daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota 

sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang 

ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling 

lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 

bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari 

libur, pembayaran dilakukan dalam hari kerja berikutnya. 

 Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan 

sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan 

pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat 

dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat 

pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan 

penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah 

terpantau oleh peugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran 

buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak diteapkan 

dengan keputusan bupati/walikota. 

  Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang 

ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 
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mengangsur pembayaran pajak hotel terutang dalam kurun waktu 

tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian 

persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas 

permohonanan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang 

terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan 

dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang 

belum atau kurang dibayar. Selain diberikan persetujuan mengangsur 

pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat 

memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda 

pembayaran pajak terutang dalam kurun waku tertentu setelah 

memenuhi persyaratan yang ditenukan. Pemberian persetujuan untuk 

menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, 

dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang 

belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran 

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 

B. Penagihan Pajak Hotel 

  Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan 

melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan 

terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah. Penagihan pajak dilakukan terlebih dahulu dengan 

memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau 

surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh 

bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah surat teguran 

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak 

harus melunasi pajak yang terutang. 
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 Selanjutnya, bila jumlah pajak yang terutang masih harus 

dibayar tidak dilunasi dalam jangka waku yang ditentukan dalam surat 

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih 

dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa 

dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, 

dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang 

pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan dengan 

penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, 

pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak 

atau barang-barang milik wajib pajak atau penggung pajak. Ketentuan 

hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa 

kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan 

tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah 

pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib 

pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada 

kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua 

utangnya sehingga dinyatakan pailit.  

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat 

melakukan penagihan pajak tanpa menuggu batas waktu pembayaran 

pajak hotel yag ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini 

dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


